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Menimbang           :    a.    bahwa kerugian negara berupa kekurangan Hang,  surat
berharga,    dan   barang   milik   negara   di   lingkungan
Ke me n te rian         Pe mbe rd ayaan         Pe re mpuan         dan
Perlindungan   Anak    sebagai    akibat   dari    perbuatari
melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  diproses
melalui tuntutan ganti kerugian;

b.    bahwa tuntutan ganti kerugian berlaku terhadap Hang,
surat  berharga,  daffi  barang  milik  rlegara  yaflg  berada
dalam   pengrlasaan   pegawai   negeri   bukan   bendahara
atau       p ej ab at       lain       yam g       digunakan       d alam

penyelenggaraan tugas pemerintahan ;
co    bahwa  pegawal  negeri  bt2kan  bendahara  .atau  pejabat

lain      di      lingkungan      Kementerian      Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  yang  berdasarkan
hasil    pemeriksaan    menimbulkan    kerugian    negara
diproses  tuntutan  ganti  kerugian  untuk  memulihkan
kermgian negara;

d.    bahwa  pertimbangan  dan  pendapat  atas  penyelesaian
kermgian  negara  ditunjuk  para  pejabat/pegawai  pada
sekretariat    kementerian,    inspektorat,    dan    pejabat/

e.

pegawai lain yang diperlukan berdasarkafi .keahlian;
ba'flwa       foerdasarkafl       peftiffibafigan       sebagaimafia
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu  menetapkan  Keputusan   Sekretaris  Kementerian

Pemberdayaan . „
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Pemb.erday.aan    Per`ermpHan    dart    Per±in_dHHgarl    Amak

tentang     Majelis  Pertimbangan  Penyelesaian  Kerugian
Negara    Di    Lingkungan    Kementerian    Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Meffig±ffig-af 1.    Pe-rat#ffa-ffi   PeffieriffifaEi   N'offi®-r  38  tafiu-fi  2®16  i-effifaffig

Tata  Cara  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Negara  terhadap
Pegawai   Negeri  Bubkan   Ber±dafiara  Atau   Pejabat  La±ri

(Lembaran   Negera   Republik   Indonesia   Tahun      2016
Nomor    196,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5934);

2®    Peraturan   Presiden   Nomor   65   Tahun   2020   tentarig
Ke me nte rian        Pe mb e rdayaan        Pe re mpuan        dan
Perlindungan     Anak     (Lembaran     Negara     Republik
Intone,sia  Tahaffi  2020'  Normor  133)  `sebag.aiman.a  t€lafr

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  65
Tahun     2020     tentang    Kementerian     Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara
RapHfo~#k lfidoffie-sia TafiHffi 2023 Ncffiof-  16)i

3.    Peraturan    Menteri    Pemberdayaan    Perempuan    dan
Perlindungan   Anak   Nomor   4   Tahun   2020   tentang
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negara
Republik      indonesia      Tahun      2020      Nomor      887)

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Pemberdayaan    Perempuan    dan    Perlindungan    Anak
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan alas Peraturan
Menteri   Peffiberd.ay.a,an   PerempHarl   d-arl   PerliHdHfig-arl

Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja    Kementerian    Pemberdayaan    Perempuan    dan
Perlindungan  Anak  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 536);

4. Peraturan ...

www.gonitro.com

https:jdih.kemenpppa.go.id


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

-3-

4,`    P~eratHraIT.     M.ent.eri     Pemb.er.d.ey.aan     P`er.empnarl     dan

Perlindungan Anak  Nomor  9  Tahun  2020  tentang Tata
Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri
Bukan   Bendahara   dan   Pejabat   Lain   di   Idingkungan
Kemente rian        Pe mberdayaan        Pe re mpuan        dan
Pe--f#ffidtffigan   Afiak-  {Bef±-t-a   Ne-ga-fa   RepHbl±k   1-ffid®ffiesia

Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :   KEPUTUSAN     SEKRETARIS     KEMENTERIAN     PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN   DAN   PERLINDUNGAN   ANAK  TENTANG   MAJELIS
PERTIMBANGAN      PENYELESAIAN      KERUGIAN      NEGARA      DI
LINGKUNGAN    KEMENTERIAN    PEMBERDAYAAN    PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU             :   Membentuk Majelis  Pertimbangan Penyelesaian  Kerngian Negara
di   Lingkungan   Kementerian   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan  Anak  yang  selanjutnya  disebut  Majelis,   dengan
susunan  keanggotaan  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA               :   Majelis     sebagaimana     dimaksud     dalam     diktum     KESATU
me-mpunyai    tugas    memeriksa    dan    memberi    pertimbangan
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara
Penyelesaian    Kerugian    Negara   bagi    Pegawai    Negeri    Bukan
Bendahara    dan    Pejabat    Lain    di    Lingkungan    Kementerian
Pemberdayaan Perermpuan dan PerijncEungan Anak.

KETIGA             :   Dalam    melaksanakan    tugas    sebagaimana   dimaksud    dalam
dTiktu_mT KBE)UA_, Ma.jells beFsida#`g ed.a,ri melatELJ_k_a.n:

a.  memeriksa   dan   mewawancarai   Pegawai   Negeri   Bukan
Bendahara,  Pegawai,  atau  Pejabat  Idain  yang  dilaporkan
in.ehakHka.q  EierL±gian  RI.e.gara,/ P.en€ampt£/ Yang  M.era.p_er.oleh.
Hak/Ahli    Waris     dan/atau     pihak    yang    mengetahui
terjadinya Kerugian Negara;

b.  meminta   keterangan/peridapat    dari    narasumber   yang
memiliki keahlian tertentu;

c.  memeriksa bukti yang disampaikan;
d.  hal   lain   yang  diperlu`kan   H-n-tu'k   penyelesaian   Kermgian

Negara;
e®  dalam  ...
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e.  dalam  hal  sj.clang  sebagafmana  dfmaksud  da.lam  h-Llruf aj
huruf   b,   huruf   c   dan   huruf   d   membuktikan   bahwa
kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan
disebabkan. perbuatan melanggar htlkum atau bukan lalai
dari   Pegawal   Negeri   Bukan   Bendahara,   Pegawai,   atau
Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang;

f®   putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada huruf e,
berupa pertimbangan  penghapusan uang,  surat berharga,
dan/atau  BMN  yang  berada  dalam  penguasaan  Pegawai
P`Tegeri Bukan Bendahara,  Pegawai,  atau Pejabat Lain atau
uang,  barang  bukan  milik  negara yang  digunakan  dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan ;

g®  hasil putusafi Majelis disampaikan kepada Mefiteri defigan
tembusan  kepada  Kepala  Satuan  Kerja  yang  membawahi
pegawai yang diperiksa melakukan kerugian negara, paling
lama 7(tujuh) hari kerja sejak ptitusari ditetapkan; dan

h.  dalam  hal  hasil  sidang  terbukti  bahwa  Kerugian  Negara
disebabkan  oleh  perbuatan  melanggar  hukum  atau  lalai,
Majelis  dapat  memerifltahkafi  Tiffi  Penyelesaian  Kerugian
Negara   melalui   Menteri   untuk   memeriksa   kembali   dan
dilaksanakan    sesuai   ketentuan   peraturan    perundang-
undangan.

;   Dalam   melaksanakan   tugas   dan   kewenangan   sebagaimana
dimaksud  dalam  diktum  KEDUA  dan  diktHm  KETIGA  Majelis
melaporkan kepada Menteri®

:   Pada  saat Keputusan  Sekretaris  Kementerian  ini mulai  berlaku,
Keputusan   Sekretaris   Kementerian   Pemberdayaan   Perempuan
darl  Perlindlmgar_ Anak Nomor  168 Tahun 2023  tentang Majelis
Peftimbangan   Pefl.yelesaiafl   Kerug.iafl   Negara   Di   Liflgkuflgafi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

:   Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

PLT.  SEKRETARIS KEMENTERIAN,
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LA_MPIRA_N
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN    PEREMPUAN    DAN    PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR      TAHUN 2024
TENTANG
MAJEljls   PERTIMB_A.NGAN   PENYELESAIAN   KERUGTIAN
NEGARA            DI            LINGKUNGAN            KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN    PEREMPUAN    DAN    PERLINDUNGAN
AN^A-K

SUSUNART MAFELIS PERT=MBARIGART PEFITYELESAIAFi KERUG=AN iiEGARA

NO RAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

i. Titi Eko Rahayu Plt® SekretarisKementerian Ketua

2. Fakih Usman Inspektur Sekretaris

3. Elita Kepala Biro SumberDayaManusiadanUmum An8gota

PIJT.  SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EK0 RAHAYU
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